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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Iisa, yang telah memberikan limpahan
rahmat dan hidayah-Nya schingga kami dapat menyusun Renstra  2021-2026 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan yang merupakan dasar
pembuatan Rencana Kerja sctiap tahunnya schingga dapat menentukan tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong  masyarakat untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi
tepat guna, serta meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat
memdorong kemajuan desa.

Penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan

saran yang sifatnya membangun sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Renstra ini.

Kuala Tungkal, 2021
epala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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BAB I
PENDANULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai yang didalamnya dijclaskan mengenai strategi arahan sebagai dasar dalam

mengambil keputusan organisasi yang scsuaikan dengan memperhitungkan perkembangan

lingkungan strategis. Renstra disusun untuk jangka waktu 1-5 tahun sehubungan dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (RPIMD) guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPIPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Renstra kemudian dijadikan acuan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
dan juga dijadikan acuan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda dan juga perlu memperhatikan
Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian, yang dalam hal ini Renstra Dinas P3AP?2
Provinsi Jambi dan Renstra Kemendes PDTT.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495),
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), scbagaimana tclah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725); |

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tanjung Jabung Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

20. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 201] tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang
RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 — 2033;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung
Jabung Barat di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada
RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan memberikan gambaran
mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2021-2026 adalah sebagai acuan dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang memuat Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja

selama 5 (lima) Tahun sehingga dapat terukur pelaksanaannya.
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1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Perangkat Dacrah adalah scbagai berikut;
BAB I Pendahuluan
Mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan.
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Dacrah
Memuat penjclasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kinerja
pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Jjuga tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah tata ruang
wilayah dan penentuan isu-isu strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
BAB IV Tujuan dan Sasaran
Mengemukakan ruumusan pernyataan tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dalam lima tahun mendatang. '
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII Penutup
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Dacrah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Decsa mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan dacrah dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut;

a.

Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan
perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset
desa.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan
perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset
desa.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat
dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan
keuangan dan asct desa.

Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan
dan aset desa. '
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang
terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga)

seksi.
Sckretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh

unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan

fungsi;

a.
b.

Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan
Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan,
kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat,

kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut LHP

¢. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

a.

Penyusunan, pelaksanaan dan cvaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
lingkup pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan
masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan
masyarakat, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya
masyarakat, advokasi dan kemitraan.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan
kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama,
pengembangan usaha BUM desa dan BUM desa bersama, perdagangan desa, permodalan
ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup
pembangunan kawasan perdesaan, _pengembangan  pusat pertumbuhan  ekonomi,
pengembangan permodalan dan invcsta‘si, serta pengembangan fasilitas usaha pemasaran,
pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna, dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan,

melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan

fungsi;

a.

Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
lingkup bina administrasi pemerintahan desa

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan desa,
batas desa, kewenangan desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemilihan

kepala desa, perangkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur

pemerintahan desa
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d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan

koordinasi,

bimbingan teknis dan supervisi, pcmantauan, cvaluasi dan pelaporan lingkup bina

kelembagaan dan kerjasama desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa,

perencanaan pembangunan desa, cvaluasi perkembangan desa, dan profil desa, dan

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olch atasan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang bina pengelolaan keuangan dan asct desa mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan, evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini

menyelenggarakan fungsi;

a.

Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja
lingkup bidang bina pengelolaan keuangan dan asct desa

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan
keuangan desa, pengelolaan keuangan desa , pelaporan keuangan desa, sistem informasi
keuangan desa (SISKEUDES)

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penﬁbinaan umum dan koordinasi,
bimbingan tcknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup
perencanaan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelaporan aset desa,
sistem informasi aset desa (SIPADES)

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi,
bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan
asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

|

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

]

SEKRETARIAT

[

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PROGRAM

I

BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAAN

.

BIDANG BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA

SEKS| PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR

SEKSI PENATAAN DESA DAN BINA
ADMINISTRASI DESA

SEKS! PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT

SEKSI ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA

SEKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

SEKSI BINA KELEMBAGAAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DESA

SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

SEKSI BINA PENGELOLAAN ASET DESA

SEKSI FASILITASI PENDAPATAN DESA

Dipindai dengan CamScanner




2.2 Sumber Daya Perangkat Dacrah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh

26 orang ASN dan 25 orang honorer.

Tabel II.1

No Pangkat Gol Jumlah sl
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD

1 | Pembina Utama Muda IV/c 1 1

2 | Pembina Tingkat 1 IV /b 1 1

3 | Pembina IV/a 5 5

4 | Penata Tingkat I 1 9 2 T

S5 | Penata Il/e 1 1

6 | Penata Muda Tingkat I /b 1 1

7 | Penata Muda l/a 1 1

8 | Pengatur Tingkat I d 4 4
9 | Pengatur ) e 2 2
10 | Pengatur Muda Tingkat I 1/ 1 1
11 | Pengatur Muda /a s
12 | Honorer — = 25 8 17

b. Aset/Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung

dengan aset/modal sebagai berikut;

Tabel IL.2
No. Jenis Aset/Modal Jumlah
1. | Tanah 3 Bidang
2. | Bangunan kantor 3 Unit
3. Mobil 3 Unit
4. | Sepeda Motor 10 Unit
5. | Meja Biro 62 Unit
6. Kursi 62 Unit
7. | Kursi Tamu 1 Unit
8. | Laptop 16 Unit
9. | Personal Computer 7 Unit
10. | Scaner 1 Unit
11. | Printer 9 Unit
12. | G lobal Positioning System 1Unit
13. | Router Mikrotic 1 Unit
14. | Mesin Absensi elektronik 1 Unit
15, | Mesin Genset 2 Unit
16, | Air Condition 14 Unit
17. | Televisi 1 Unit
18. | Infocus 1 Unit
19. | Filing kabinet 2 Unit
20. | Lemari Arsip 9 Unit
21. | Meja Komputer 5 Unit
22. | Kursi Rapat 30 Unit

9
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian kine
udah ada 3 Desa Mandiri (Desa

rja berdasarkan Indeks Desa

Membangun (IDM) pada tahun 2021, dari total 114 Desa, s
Pinang Gading, Desa Purwodadi dan Desa Adi Purwa), 18 Desa Maju, 91 Desa Berkembang,
dan masih ada 2 Desa tertinggal (Desa Rawang Kempas dan Desa Lubuk Lawas), sedangkan
untuk Desa sangat tertinggal sudah tidak ada sejak tahun 2019. Ada peningkatan status desa yang
disebabkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana desa, dan alokasi dana desa.
BUMDesa masih banyak yang belum menghasilkan, dikarenakan kurangnya modal dan
kurangnya SDM pengelola BUMDesa dalam persiapan dan perencanaan pendirian BUMDesa.
BUMDesa yang terbentuk sudah 113 dari 114 Desa, Desa Teluk Ketapang yang belum
membentuk BUMDesa. BUMDesa bersama belum setiap kecamatan terbentuk dikarenakan
sulitnya mencapai kata sepakat untuk menjalin kerjasama antar desa. BUMDesa Bersama yang
telah terbentuk adalah Kecamatan Tebing Tinggi (SEJAHTERA), Kecamatan Betara
(BUBERTA), Kecamatan Bram Itam (MAYANG MANGURAI), Kecamatan Tungkal Ilir (DUA
DESA BERSAUDARA), Kecamatan Pengabuan (USAHA BERKAH). Untuk kecamatan
Merlung, Kecamatan Renah Mendaluh, dan Kecamatan Batang Asam baru berupa kesepakatan.
Kualitas Lembaga kemasyarakatan yang masih belum optimal dan juga kapasitas aparatur

pemerintahan desa yang masih perlu pembinaan dan ditingkatkan.
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Tabel T-C .23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Renstra Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Tugas dan Fungsi NSPK Target IKK Indikator
Perangkat Daerzh Lainnya 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 ] 2017 2018 [ 2019 2020
IJU ] (2) (3) (4) (s) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) l (17) (18) l (19) (20)
Cakupan sarana dan
prasarana perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemerintahan yang baik
Rata-rata jumlzh %
kelompok binaan PKK 2.711 3.191 4.206 4.206 4.206 2.711 3.191 4.206 4.206 4.206 100% 100% 100% 100% 100
’ 3 ’ Persentase PKK aktif ’ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \ 100% ‘ 100% \
Persentase P
I et b 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% \ 100% | 100%
Persentase
5 pengentasan desa 22,50% | 22,50% 35% 40,68% 60% 22,50% | 22,50% 35% 40,68% 60% 100% 100% 100% 100% 100%
tertinggal
Persentase peningkatan
6 e 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
status desa mandiri
Kuala Tungkal, 2021
/.Wa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
«AH K4 aten Tanjung Jabugg Barat
AP D\ jung ‘
_\.s‘\!rFﬁ‘J PRty o
H. N‘QD]‘BAHARUDIJIN S, STP
AN
\::,:\5.. M%IP.YB?“IDSOG 193403 1006
LS ‘\D\- AN
oy
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Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisas Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

’ Uraian L Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Rata-rata Pertumbuhan
l 2016 ) 2017 2018 2019 ' 2020 2016 2017 2018 2018 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
1,
f () f 2 3l {4 ' s) ’ (6) {7 () o) (10) (11) {12) (13) {14) (15) (16) (17) (18)
Pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan - i -
1%
keuangan 225.906.500 185.149.500 118.874.000 41.850.000 51322600 |  204.806.844 177.045.720 |  115.610.500 28850000 | 32272600 | 1% W | W% | e | e (43.645.975) |  (43.133.561)
esa (Tim
ADD)
Pembinaan
dan
monitoring
:::ag:al:!:an 141.238.500 155.099.500 34.125.000 41.422.600 124.208.750 138.865.100 26.825.000 39.472.600 8% i 7% B% (24.953.975) (21.184.038)
desa
Pembinaan
dan
monitoring
Penyusunan
RPJMDes, 84.349.000 92%
RKPDes, dan 87.265.000 {23.587.250) (21.816.250)
APBDes
Pemilihan
Kepala Desa
1.315.757.246 523.550.000 1.444.925.000 1.3
X 444,925 .308.351.996 16.798. 99% 99% 100%
516.798.250 1.439.625,000 (328.939.312) (327.087.999)
Pembinaan
pengelolaan
manajemen
pemerintaha 198.535.000 125,161.400 152.189.040 123.706.400 97% 92%
n desa P (49.633.750) (48.047.260)
Pzningkatan
koordinasi
pemerintah 143.206.500
desa 109.695.000 77%
Peningkatan (35.801,625) (27.423.750)
kualitas
pelayanan
pemerintaha 101.950.000 131.000.000
fidesa 96.055.500 89.700.000 94% 68%
(25.487.500) (24.014.875)
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90% (5.225.000)

(4.725.000)

Penetapan
kewenangan

20.900.000

18,900.000

|

desa
Penyelenggar
aan
pendidikan
dan pelatihan
tenaga teknis
masyarakat

402.300.000

351.088.000

33.325.000

57% {100.575.000)

o, 9 %
100% 99% 90% 95% 9% {10.131.250)

(97.772.000)

(10.871.313)

Pembinaan
dan Lomba
Teknologi

Tepat Guna

76.550.000

170.860.000

152.577.420

79.835.000

36.425.000

76.810.250

169.045.930

137.472.420

123,260.000

75.595.000

65.160.000

13.700.000

97% 83% 100% 68% 100% (19.043.750)

(18.373.750)

Pembinaan
P2ZWKSS

177.860.000

123.260.000

585.760.000

13,700.000

87.195.000

147,294,850

93% 99% 96% 100% 100% {14.205.250)

(13.529.825)

|

Pembinaan
dan Lomba
Posyandu

89.875.000 ’
60.575.00C l

70.150.000

|
|

60.100.000

26.576.000

3.750.000

59.469.300

69.615.000

57,700,000

26.576.000

3.750.000

93% 94%

(9.451.538)

|
z

Gerakan
Bulan Bhakti
Gotong
Royong
Masyarakat
{BBGRM)

67.709.000

140.850.000

105.720.000

90.235.000

30.500.000

66,331.150

121.448.900

83,025.000

83.605.000

28.525.000

98% 86% 76% (9.302.250)

{175.000)

Gerakan
Membangun
Pamberdayaa
n Masyarakat
Desa/Kel.
(GEMMA
Desa)

700.000

700.000

100%

98% 80% 94% 93% 100%

(175.000)

{13.500.000)

(12.915.825)

Pembinaan
dan lomba
desa/kel.

121.700.000

165.550.000

95.240.000

89.400.000

77,700,000

129.379.300

132,597.398

89.400.000

82,750,000

77.700,000

95% 92% 0% 97% 80%

(152.340.325)

{147.281.275)

Pembiraan
monitoring
Dana Desa

666.861.200

315.865.000

105.942.000

88.042.000

57.500.000

634,925,100

285.302.500

105.942

85.620.000

45.800.000

89%

(29.096.975)

(25.845.225)

Pembinaan
dan

penguatan
pasar desa

116.387.900

103.380.900
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Tim
penggerak
pemberdayaa
ndan
kesejahteraa
nkeluarga

{TP-PKK)

702.096.750

1.489.874.211

1.306.251.500

1.349.365.000

575.545.200

1.386.800.041

1.243.416.797

1.276.934.000

314.915.200

96%

93%

84%

95%

95% 55%

94% 100%

(31.637.888)

625.000

(90.139.271)

625.000

Pembinzan
kelompok
Dasa Wismz

134.280.000

32.925.000

2.500.000

112.258.600

30.925.000

2.500.000

84%

80%

58% 81%

13.323.750

10.737.500

Pembentuka
nDesa
Persiapan

208.900.000

141.700.000

62.320.000

53.295.000

177.061.230

112.800.000

36.040.000

42,950.000

Peningkatan
kapasitas
kerjasama
pembanguna
n kawasan
perdesaan

125.558.250

100.605.116

80.794.200

75.291.517

118.576.910

100.603.350

$0.794.200

68.172317

94%

100%

100% 91%

73% 91%

18.322.879

17.043.079

39.769.473

Penyelenggar
azn
Bimbingan
dan Pelatihan
Siskeudes

440.790.750

157.220.400

181.631.450

174.008.300

405.938.250

157.220.400

132.781.450

155.077.892

92%

100%

43.502.075

Sosialisasi
pengembang
an ekonomi
kawasan

72.506.650

122.401.766

63.421.650

121,142.250

87%

99%

90% o

perdesaan
Pembinaan
dan
pengembang
an BUMDes

193.509.600

84,117.556

34.707.500

19.525.000

163.473.192

84.117.556

31,307,500

84%

98%

100%

100%

100%

4.881.250

4.118.750

Pembinaan
BUM desa
bersama

105.025.000

112,925.000

102.510.600

102.496.900

112.925.000

102.510.600

16.475.000

Penyusunan
peraturan
tata
pemerintaha
n desa

98.050.000

76.500.000

78%

Fasitasi
penguatan
kapasitas
BPD

182.669.000

186.424.000

166.480.252

172,799.000

174.524.000

166.480.252

95%

94% 100%

41.620.063

41.620.063
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Fasitasi
penguatan
kapasitas
perangkat
desa

353.032.000

438.696.000

327.762.000

399.630.381

93%

91%

18%

81%

16.095.000

Penetapan
batas desa

287.175.000

79.730.000

51.976.500

64.380.000

19.932.500

Fasilitas!
penguatan
kapasitas
bendahara

186,424,000

170.314.000

91%

86%

[

desa
Sosialisasi
Perda

139.285.000

119.980.000

94%

Pembinaan
profil
desa/kel,

249.748.900

235,948,900

62.437.225

58.987.225
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional, dalam rangka mengurangi

kesenjangan nasional, dengan adanya undang-undang desa yang mengamanatkan untuk
memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Dana yang
cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa,
pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar desa. Dana yang cukup besar ini
menjadi tantangan agar pengelolaan keuangan desa tidak terjadi inefisiensi dan tidak tepat
sasaran, pendampingan desa diperlukan untuk membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan
desa. Aparatur pemerintahan desa perlu mendapat bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan
dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang semakin melambat, ditambah lagi
dengan adanya Pandemi COVID 19 sehingga sangat diperlukan usaha dan dana yang besar untuk
dapat memperbaiki keadaan ini. Pengembangan BUM desa dan BUM desa bersama sangat

diperlukan untuk membantu kemandirian desa, schingga adanya peningkatan status

pembangunan desa.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DALRAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pembangunan dalam memajukan masyarakat dan desa yang berdasarkan undang-undang nomor
6 Tahun 2014 tentang Decsa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Dacrah Tertinggal, yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian
masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Aspek materialisme undang-undang desa
yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa.
Dipandang peluang karena dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong
percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa.
Dipandang sebagai tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa yang berpotensi pada
inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pembangunan desa, serta degradasi kultur
gotong-royong dan integritas aparat pemerintahan desa, karena itu perlunya pembinaan terhadap
desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki perang
penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan
undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sudah tidak ada lagi Desa sangat tertinggal, tetapi hanya ada 3(Tiga) Desa Mandiri (Desa
Pinang Gading, Purwodadi dan Desa Adi Purwa). Untuk itu perlu diupayakan untuk peningkatan
status desa, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian BUM desa dengan pengembangan
potensi desa dan kerjasama desa sehingga dapat menunjang perekonomian desa dan juga penting
untuk peningkatan SDM Aparatur pemerintahan desa sehingga pengelolaan pemerintahan desa

berjalan dengan baik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan.
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1. Faktor lingkungan strategis internal;
a. Kekuatan :

Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya
Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja

Adanya landasan hukum yang memberikan kewenangan terhadap Dinas PMD untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan

b. Kelemahan :

Kurangnya koordinasi antar bidang

Masih kurangnya pengetahuan dari SDM aparatur sipil negara

2. Faktor lingkungan strategis eksternal;

a. Peluang:

Komitmen politik pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi
Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar

Kebijakan afismasi dana desa semakin besar

Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan

Adanya regulasi kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi
sumberdaya yang dimiliki

Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan

produk unggulan kawasan perdesaan
Perkembangan teknologi informasi (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan

kawasan perdesaan

b. Tantangan/Ancaman:

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daer
Periode Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jab
“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 202
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
§2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram,
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan y
4. Peningkatan pcrtumbuhan ekonomi daera

5. Pemerataan pembangunan daerah dari de

Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik dalam bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berpengaruh besar terhadap ekonomi

perdesaan
Adanya Pandemi COVID 19 yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial

masyarakat

Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh dalam pembangunan berbasis

kewilayahan.
ah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

ung Barat 2021-2024, mempunyai Vvisi yaitu
4” dengan misi sebagai berikut;

yang beriman, berilmu, dan berahlak

tertib, dan demokratis

ang baik

h dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

sa sampai ke kota
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Berdasarkan apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
maka misi ketiga dan keempat, yaitu menyclenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan
peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan eckonomi kerakyatan lebih sesuai.

Faktor pendorong;
o Adanya dana dari pemerintah untuk pembangunan desa

o Adanya pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa

o Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia

o Sudah terbentuknya 113 BUM desa, $ BUM desa bersama (3 baru tahap kesepakatan)
Faktor penghambat,

e Lemahnya SDM aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

o Terbatasnya sarana dan prasarana di perdesaan

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi

Sasaran strategis Kementrian Desa PDTT yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, adalah;

- Berkembangnya status pembangunan desa,

- Menurunnya angka kemiskinan

- Terevitalisasinya BUM desa dan BUM desa bersama

- Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung trasformasi ekonomi

- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan

- Terentaskannya daerah tertinggal

- Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal

- Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

Faktor pendorong;
o Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada 3 desa mandiri, 18 desa maju, 91 desa

berkembang dan 2 desa tertinggal
o Adanya penyaluran dana dari pemerintah untuk pembangunan desa
* Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia
o Sudah terbentuknya 113 BUM desa, 8 BUM desa bersama (3 baru tahap kesepakatan)
- Faktor penghambat;
* Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa

* Kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha perdesaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan perdesaan masih belum dikembangkan dengan optimal, begitu juga dengan

pengelolaan lingkungan hidup perdesaan.
19
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah;

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan yang unggul

Kurang optimalnya konektivitas antar perdesaan dan pusat pertumbuhan

Kurangnya penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

Kurang optimalnya pemanfaatan lingkungan hidup perdesaan

Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan

Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M

Belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi dalam menuju Good Governance
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

TABEL T-C. 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN SASARAN e N TR TV B
2021 2022 2023 2024 2025 [ 2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya ; Jumiah desa yang
desa yang baik penyelenggaraan menyelenggarakan tertib
administrasi administrasi ll4 desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa | 114 desa
pemerintahan desa :
yang baik
Meningkatnya Persentase desa yang g
penyelenggaraan tertata dengan baik 100% _ 100% 100% - _
penataan desa _ :
Meningkatkan perekonomian perdesaan | Meningkatnya jumlah Jumlah Badan
dengan mendorong desa untuk kerjasama yang Kerjasama Antar Desa gy B
mengembangkan kerjasama dan potensi | dilakukan oleh desa (BKAD) yang difasilitasi 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD | 13 BKAD
desa
Meningkatnya kualitas | Persentase lembaga
lembaga kemasyarakatan desa o = " -
kemasyarakatan dan kelurahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
diberdayakan
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BABY

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL TC.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

EISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis (Berkah 2024)

! MISIIIT : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
[ Tujuan [ Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan tata kelola Meningkatnya Meningkatkan sumberdaya aparatur Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa
pemerintahan desa yang baik penyelenggaraan administrasi | pemerintahan desa secara lebih dan perangkat desa serta pengurus BUM desa
pemerintahan desa profesional dan efisien melalui
pembinaan, monitoring, evaluasi, Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan

Meningkatnya penataan desa

pendidikan dan pelatihan serta

dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih

bimbingan teknis tinggi

MISI IV : Peningkaten pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Strategi

Arah Kebijakan

Mendorong terbentuknya dan aktifnya

Melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM desa

BUM desa dan BUM desa bersama
serta peningkatan kerjasama desa
yang difasilitasi oleh BKAD

dan BUM desa bersama serta BKAD (Badan Kerjasama
Antar Desa)

Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu,

| Tujuan Sasaran
Meningkatkan perekonomian Meningkatnya jumlah
perdesaan dengan mendorong kerjasama yang dilakukan
desa untuk mengembangkan oleh desa
kerjasama dan potensi desa
{ Meningkatnya kualitas
lembaga kemasyarakatan

Melaksanakan penguatan ketahanan
masyarakat, nilai-nilai
kegotongroyongan, pemanfaatan
teknologi tepat guna, dan
pelaksanaan 10 program pokok PKK
dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat

kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok
PKK serta pelaksanaan BBGRM
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TABEL TC.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Unit
Kerj
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan &
Indikator CI;EI‘A Hondisi Kinexrja pada :;;:
Kinerja pai 026 akhir periode Renstra
Tujura, an 2021 2022 2023 2024 2025 2 il ng’gm St o tu
. Program dan Basaren Pro pada :h Lokasi
Tu; Sasar: Kode & gram Tahun
Juan = Hegiatan {outcome) Awal Peaa
dan Peren . Rp BE
- R
Ji:!efit;?t.ln :B.:a: target Rp target Rp target Rp target Rp target P target P target gu_ng
Jawa
b
g 19) 20|
n (2 3) #) &) ©) g} (8 (9 ) (10) (11) (12) (13) (19) (13) (14) (15) (16} (17) (18) (19 (20)
Terselenggaran Meningkatnys Indeks
¥ya tata kelols Merningleat kinerjn kepuasen
pemesintaban Dy pelayanan mesyarakat w7 77 80 B0 BO 80 80 BO
daerah yang kinerja t terhadep
efektil, efisien pereacana oL daerah, pelayanan 4.361.474. 4.423.150, 5.184.220. 5.215.920. 6.072.470. 5.106.920. 30.364.154.
dun skuntabel | am, kemangan den | Dinss PMD pey 000 000 000 000 000 052
pengelolea akuntabilitas 5
a Knerja Rilal BAKIP 59,81
kennngan t DPMD (64,55 (co) 62,5(B 63,5 64,5(B 65,5(B 66,5(B 67,5(B
den eset dasrah ) ) ®) ) ) ) )
daereh
PROGRAM Persentase
PERUNJANG penyediaan
Emrnrii | 3 L goo | woew | awsiari.| oo | seasamn. 100% | S18320 | 100% | s215.920. | 100% | 6.072.470. | 100% | 5.106.520. 100% | 30.364.154.
PerRijeng 052 000 000 o000 000 052
KABUPATEN/K | pelayanan
OTA kantor
Kegiatan
Perencanann, J'::T;h'h
01.2.0 | Penganggaran, dok - 6 6 6 [] 6 6 6 6
1 dan cvaluasi 3 T—— dokm dokume 22.491.00 doku 45.000.00 doku 55.000.00 dol 60.000.00 doku 65.000.00 dokun 70.000.00 doku 317.451.00
Linerja men n L] men o men 0 men o men ] men o men 0
erangkat yang
3 disusun
daerah
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Sub Kegiatan
koordinasi dan 8 8 8 8 8 2 8
01.2.0 m;::u:a“ \ljam lapora 8 lapora lapora lapora lapora lap:m lap:ra bR
1.06 linerja dan kimegayang | o m 22491.000 | . | 45000000 | M | 55.000.000 w1 | 60.000.000 tour | 65000.000 | 70000000 | 2| 317.491.000 PMD
ikhtisar disusun an an a1 an an an -
realisasi kinetja
s
. Persentase
g? llt-.-n! " Tindaklanju
9120 | Lenangan % Bl 100% | 100% | 3.454.436. | 100% | 3.535.000. | 100% | 3593400 | 100y | 3.644.100. | 100% | 3.694.200. | 100% | 3.747.200. | 100% | 21.668.336.
2 perangkat teml::-{n 698 000 000 000 000 658
daerah nl
Jumlzh ASK
besmi e e 6 26 26 26 25
0120 | pegyedisan gaii | dibayarkan 27 27 20 2 000. 3.450.000. 2.500.000. 3.550.000. 20.624.545. | PMD
201 | e | i | e | o | SS03 | oy | a0 | T | asoo | 2| assee | 2 | ssoon. | 2| sssoom | 2, | seas o
ASN tunjanganoy
a
Sub kegiatan Jumlsh ASN
vediaan yang
0120 | Peorpdian ! 10 10 10 10 10 10 10 10
sdministrasi 114.880.75 150.000.00 -| 193.400.00 194.100.00 194.200.00 197.200.00 1.043.789.7 | PMD
2.02 12} hon . orang orang 0 orang 0 orang o orang o orang o orang 0 orang S0 PMD
Tugas ASN nya
Reg) Persentzse
0120 Administras] peningieata
¥ kepeguwaizn s 100% 100% | 19.600.00 | 100% | 37.950.00 | 100% | 41.500.00 | 100% | 46.400.00 | 100% | 49.850.00 | 100% | 53.300.00 | 100% | 248.600.00
peranglet n disip o o [ 0 o (] o
daerah P
- Jumlah
Sub Kegiatan
Pengt_ad.san
0120 | Pakaien Dinss | B2i=i2n 9 | o 51 51 s1 s1 s1 51
5.02 besertz atribut dmasﬂ o stell S=L ) 19600.000 | siell | 22950.000 | stel 25.500.000 | stel | 29.400.000 | stell | 31850.000 | swl | 34.300.000 | swen | 1s32.600.000 | PMP PMD
& Y kelengkapan
nva = e
Sub Kegiatan
Pendidikan dan Jumish
01.2.0 Maﬂf:‘ pegawai 0 a 3 3 3 3 3 o
5.03 pega ﬁ"gn " orang orang | 15.000.000 | orang | 16.000.000 | orang | 17.000.000 | orang | 18.000.000 | orang | 19.000.000 orang | 85.000.000 " PMD
m.gas_da.n pelatihan
fungsinya
o1.2.0 | Administrasi hc'h’ w
g nmam eaiat 100% 100% | 347.259.4 | 100% | 566.200.0 | 100% | 622.420.0 | 100% | 726.420.0 | 100% | 830.420.0 100% | 934.420.0 | 100% | 4.027.139.4
perangkat tmam 99 00 00 00 00 00 99
daersh
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Jumlah
Sub Kegiatan lamnanya
Penyediaan ketersedinan
oyzo [ emeeen homponen 12 12 12 12 12 12 12 12 s
6.01 Jistrik/ pen listre/pener | BUlR0 | Buan | 6.038.032 | Bulan | 7.000000 | Buan [ 8000000 | Bulan | 9.000.000 | Bulan | 10.000.000 | Bulm | 11.000.000 | Bulm | 51938.032 PMD
gan bangunan angan
kanter bangunan
kantor
Jumlah
Sub Kegiatan lamanya
pryzo | SSstEen | ketrrediean 12 12 12 12 12 12 12 12 —
6.02 P"""’]ampm ﬂpﬂm"’" Bulan | Bulan | 43.296517 | Bulan | 44.000.000 | Bulan | 45.000.000 | Bulan | 46.000.000 | Bulan | 47.000.000 | Bulan | 48.000.000 | Bulan | 273.206.517 PMD
kantor perlengkapa
n kantor
Sub Kegiatan Jumlsh
01.2.0 | Penyediaan bahan 204 1094 1224 1224 1224 1224 1224 1224 BRAD
6.04 bahan logistik | logistik kotak | kotak [ 19.145.000 | kotak | 20.000.000 | kotak | 21.420.000 | kotak | 21.420.000 | kotak | 21.420.000 | kotak | 21.420.000 | kotak | 124.825.000 PMD
kantor kantor
Jumlah
Sub Kegiatan lamanya
opzp | reovedeen m"i“““ 12 12 12 12 12 12 12 12 _—
6.05 d":“‘s cetalon dan | Bulan | Bulan | 40.130.950 | Bulan | 41.000.000 | Bulan | 42.000.000 | Bulan | 43.000.000 | Bulan | 44.000.000 | Bulan | 45.000.000 | Bulan | 255.130.950 PMD
penggandaan penggandaa
n
Sub Kegiatan
sERL P‘:‘“ml Jumlah 14 1050 1050 1500 1750 2000 2250 2250
6.06 dan peraturan | D2Ba% Bulan | ®°=E | 4200000 | P | 4200000 | *°™P | 6000000 | *®P | 7000000 | ®P | goo0.000 | TP | 9000000 | BP | 3saco.cc0 | PMP PMD
bacaan lar lar lar lar lar
proundengs
Jumlah dala
Sub Kegiatan kc!cxsya!' m
Penyelenggaraa i Kab,
01.2.0 n rapat B i 12 12 12 12 12 12 12 12 dala
- tnasidan | keordinasi . B 233.549.00 450.000.00 [ o= [ 50000000 | o =° | 600.000.00 | o 700.000.00 800.00000 | o 3.283.545.0 | PMD iy
Amondnes] dan ukan . 0 Bulag 0 0 ] ulan [} Bulan | 4 e 00
konsultasi . Prov
SKPD konsultasi Anii
dalam dan nar
luar daerah Prov
Hegiatan
pengadaan
Berang Milik Jumlah
9120 [ Dasrak pengad 188 | ;g amit | 219.000.0 10 | £20.000.0 4 | 4650000 | 3% | 1.145.000. 278 | ;5 449.000.0
7 unit - unit nunit unit unlt
= S BMD 0o 00 00 000 00
arosan
pemerintah
dacrah
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Sub Kegiatan r 3 unit
d
Fepdarann Bertambahn 1 unit ot
9120 | perorangan = 12 mobil | 500 00000 | unit | 330.000.00 | 222t [ 000.000 11
7.01 dhas Rtan kendaraan unit operas o 0 . i : o ” mobil 2 DDO g anit 1.83%500.0 PMD
kend dinsas ional sepeda
dinas jabatan motor
=0 30 Iem;:i.
Sub Kegiatan unit unit
01.2.0 Bertambahn 135 4 unit i : = 60
7.05 g;“‘ﬁdm va mebel unit lewari | 70.000.000 | 39 105":}00'00 il 103.0000.00 meia 280.000.000 | PMP
kursi kursi rursi
8 unit
8 unit laptop,
laptop, 2 unit 5 unit
3 unit printer kompu
Sub kegiatan Bertambahn ‘“’mg“‘ &2 ter, 11
01.2.0 | pengadaan ya peralatan 40 &5 uni 3 unit 4 unit
7.06 | peralamadan | dem mesin unig | URTAG | 219.000.00 komp | 50.000.000 [ AC | 30000000 | AC | 40.000.000 4G5 | a9.000.000 [ FMP
mesin lainnya lainnya printer e printer
dan 1 scann dan 2
unit er unit
scanner scann
T
Cakupan - :
Kegiatan . - F{
Penyed] Jﬁyeduu
0120 | jusa penanjang 00% | 100% | 79.411.18 81.500.00 | 100% o 00% | 94.000.00 | 100% | 96.000.00 | 100% | ss.000.00 | 100% | 536.311.18
8 peouznjrog 1002 X . 100% 1. X 87.400.00 1 X X K .
erintal urusan (] 1] o 0 ] 1] 4]
pem pemerintah
daecak sn daerab
oren | 2 Regkes il 175 104 150 200 200 200 200 200 =
8.01 yedissn jasa | matersiyang | 4 ouor | jembar | 1.048.617 | lembar | 1.500.000 | lembar | 2.000.000 | lembar | 2.000.000 | lembar | 2.000.000 | lembar | 2.000.000 | lembar | 10.548.617
surat menyurat | tersedia
Sub Kegiatan Jumlsh
ot | Doeim et | Imane 12 12 12 12 12 12 12 12 oo
8.02 pembayaran | pog Bulan | 63.600.000 | Bulan | 65.000.000 | Bulan | 66.000.000 | Bulan | 67.000.000 | Bulan | 68.000.000 | Bulan | 69.000.000 | Bulan | 398.600.000
sumber daya air, listrik
air dan listrik dan ielpon
Jumlah -
Sub Kegiatan lamanya
01.2.0 | Penyediaan jasa | ketersediaan 12 12 12 12 12 12 12 12 PMD
8.04 pelayanan jasa Bulan Bulan 14.762.563 Bulan 15,000.000 Bulan 19,400.000 Bulan 25,000.000 Bulan 26.000.000 Bulan 27.000.000 Bulan 127.162.563
umum kantor kebersihan
kantor

2t
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[ Kegiatan
Pemeliharanrn
barang milik Jumlnh
01.2.0 daerah total BMD 55 N 55 65 G5 55 55 55
0 e Y s outt | 55unit 219:1_2575.5 iti 15765000'0 il 1646?0'0 e :ao‘.)%oo.o el 1926%00.0 ame | 2040000 | % | 11172756
urusan dipelihara o0 75
pemerintshan
I daersh
| Sul kegiatan
Penyediaan jasa
pemeliliaraan.
biya Fiimlak 3 unit 3 umit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Q12,0 peniclibaraan A maobil mobil mobil mobil mobil mobil mobil mehil
a O;. dan pajak dinas dan 10 dan 10 dan 10 120.000.00 | dan 10 130.000.00 | dan 10 | 140.000.00 | dan 10 | 150.000.00 | dan 10 | 160.000.00 | dan 10 PMD
g, % inas vang 4 . 94.944.800 P < . L - . 794.943.800
kendaraan terpelihera unit unit unit 0 unit o unit o unit o unit ] unit
perorangan motor ‘motor molor motor motor motor molor molor
dinas atau
kendaraan
dinas jabatan
‘ Sub kegiauan Jumlah
01.2.0 Pemelibaraan pcralatan 40 40 unit 40 40 40 40 40 40 PMD
9.06 peralatao dan kantor yang unit 7.247.875 unit 7.500.000 unit 14,500.000 unit 15.000.000 unit 16.000.000 unit 17.000.000 uanit T71347.875 E
mesin lainoya terpelibara
Sub Kcegiatan
Pemeliharaan/ Jumlah
01.2.0 | rchabilitasi gedung . . . - : 5 ; 2 o 1
2.09 gedung kantor | kantoryamg | ° 2%i [ Sualt ”5'%33'00 Bunit | 45600000 | 2 U2t | 20000000 | 2UREt | 25000000 | Ut | 26000000 | 32U | 27000000 | 2™ | 244983000 | PMP
dan bangunan
Isinnya |
I Persentase
URUSAN pengeatasa [ 8035 | g7,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PEMERINTAHA | B es2
K BIDANG
2.13 | PEMEERDAYA 1.555.602. 4.910.485. ey 4,950,000, 5.945.000. 3.985.000. 26.081.087.
AN 853 000 000 000 000 853
Meningkatikan MASTARAKAT | Ferses i
ita kelola DAN DESA Penlogkata | 609 | 0,00% 1,10% 1,00% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08%
:merlntahan o desa
sa yang baik mandiri
Persentase
Meningkat
nya 2130 | Propram desadengan [ 1560, | 100% | 121.100.0 100% | 100.000.0 | 100% | 200.000.0 ) . 100% | 421.100.00
- 2 Penataan Desa peunataan 00 = 00 00 o
d"F ; n. : yang baik
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Jumlah I
Kegiatan desa yang
2.13.0 | Peoyelengpara menyelengg 114 114 114 114
22.01 &n penatann arakan desa ek 121.100.0 . desa 100.000.0 desa 200.000.0 _ . 100% 421.100.00
desa penataan 9e oo e o
desa
|
Jumlah desa
Sub Kegiatan dan 2 Desa 2 Desa 2 Desa
2.13.0 I;P:;l‘;na-;m}mn, kclurahan p;l;w persiapa " persia Kab.
2 usan, o anﬂ i
(2).;01. Penggabungan | dicvaluasi dan 6 1‘;‘1""“6 32,900,000 Desa | 100.000.00 dm6 | 132500000 | PMD Tanj
dan perubahan untuk kelura urah @ kelura abba
status desa perubahan han R han Z
statusnya
. Jumlah
2201, | PaslieiTam | barses pn | 20 Pe Tas)
A . esa
o Wilkyah Dese. | e P Perbup | 88.200.000 : T | 3g.ococ00 | PMD :h‘;‘i
disusun
T
Jumlah
Sub Keg]amn peraturan
2221:':(1)? Fasilitasi peurl;n'ad:nga 1 1 Kab.
oé . ‘pena!aan n g dekum | 1C0.000.00 dokum 100.000 PMD Tanj
desa l:{tWenang « 0 = . s
desa e 4
Jumlah
Peraturan
Sub Kegiatan perundanga
Penctapan o tentang
kesatuan Ppenetepan
2.13.0 masyarakat kesatuan 1 - Kab.
2201 | hukum adat masyarakat A :
05 dan desaedat | hukum adat || T - 100.000.000 | FMD | Tani
dan desa o8 = atbn
kabupaten/kot | adat E
a8 kewenangan
kabupatenf
kota
M
perekonomian 3 Lah
pedesarn Jum
dengan Meaingicat Program Badan
meadorong | T [ 2130 T 13 13 13 1
desa untak Rerjasamia Aatar Dess 150.000.0 | - 250.000.0 S_ | 2500000 | 13 ; 13 i3
s BKAD BKAD .000. BKAD .000. BHAD .000. Kap | 150.000.0 Kap | 150.000.0 Kap | 950.000.00
:ekerjul:fk . : 0. - = i - ’ - ' g
dan potensi cleh desa difasilitas]
desa
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Kegiatan
Fasilitas] Jumlah
2.13.0 kerjasemn desa yang
3201 | mmtar Desa difesilitasi il s [ 1s0.0000 | 4 :;: 250.000.0 dlei": 250.0000 | M4 | 1500000 | X4 | 1500000 | 1% | 9s0.000.00
dalam kerjrsaman 00 00 00 00 = 00 == o
Embupaten/kot | ya
"
ot Jumlah
2.13.0 PS;: m?:;'g:.am kerjasama 1 114 Kab.
3.201 : e
= Jesjasama ‘a:nt:rdcsa do:k;m 10&0000.00 dean 160.000.660 PMD ::;13‘
gty Dest difasilitasi T
Sub Kegiatan Jumlah desa
Fasilitasi i
2.13.0 kerjasama desa Sriasamin 1 114 Kab.
3.201. | dengan pihak dc;’:an R : dokum | 100.000.00 it Dasoneacos | PHD Tanj
| | e = =
a2 Yyaog
Sub Kegiatan Jumlsh
2.13.0 | Fesilitasi petbup 1 1 1 1 1 1 Kab.
3.201. pembangunan dokum 150,000.00 dokum 150.000.00 dokum 150.000.00 | dokum 150.000.00 | dokum 150.000.C0 dokum 50.000.000 PMD Tanj
o3 kawasan pericaasn, en [+] cn ] en o en ] en s} en U abba
perdesazn dx'b] ang gun T
Jumlah - .
P desa ,—:[“‘ =
2.13.0 | Administrasi menyelengl | 114 114 114 114 | 2.48s5.000. | 114 114 114 114
4 Pemerintaban ml Ik deas desa 383&5700'9 desa |- lngm' desa 000 desa 2.1903.0000. desa s.’a‘;%;no. desa 1‘3%%0“' desa u'sg:.}g“'
Meninglat ndministras
i
HMerningkatkan | ZT*
tata kelola penyeleng Kegiatan
erintaban gErasa Jumlah o
pemm administra Pcmbizsan desa
desa pang baik [ dan !’::i
pemerinta 2.13.0 PEDp diowasl 114 114 114 114 2.485.000. 114 114 114 114
cngears . 383.500.9 3.170.485. 2.190.000. 3.275.000. 1.305.000. 12.808.985,
hag desa 4.2.01 f yel penyelenggn dean desa 57 desa 000 desa 000 desa 000 desa oo desa 000 desa, 98T
administrasi l.l‘m[ 1
pemerintahan Love
desa L
Sub Kegiatan ;a‘;“;"ah desn
2.13.0 ]f::f'd‘“;g difasilitasi 13 15 e B 56 PMD l'xc':?.,
giz.()l. A mga:aai ;p;:y'dmggar kecamat | o 514 750 desa S . desa bl desa | 335.514.750 abbe
i r
pemerintahan | aaministrasi
oya
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Sub Kegiatan | JUJal
2.18.0 | Fasilitasi drea yang
4.2.01. | penyusunan siutast 114 Kab.
3 fusunan 100.000.00 114 *
o2 g;‘;:“k hulum gf:éniu“ dosa 0 desa | 100000000 [ PMD | Tl
hukumnya r
Sub Kegiatan f:n“;"“h desa
23,0 | Fesilimsi difasilitasi
4.20]. | penyusunan 114 3 Kab.
02; .01. BaR penyusunan desn 100.000.00 d” FMD Tanj
pembangunan [;p:::m 0 ean 100:000.000 abba
de=a nn_\'a %
Jumlah desa
2130 | Do R 114 Kab
tasi ifasilitasi 114 114 114 114 114 114 114 &
4.2.01. .099. X X j
A pengelolaan pengilohan. | :dcsa diea | S1TOWTE | g | 20000000 | g | 82000000 | g, 3000000 | gl | 300000 | g, | 32000000 | ge 1.741.099.7 | PMD Tanj
keuangan desa | keuanganny 0 o 0 so abba
a 3
57
sckdes
Sub Kegiatan » 57 4
Fenbdnuan faur e
2.13.0 peningkatan :m'l:tr 228 T, 57 lltaur 342 Kab.
4.2.01. kapasitas I 495.000.00 TU, 87 495.000.00 PMD Tanj
os aparatur geas yuag orang . 0 kesi | O orang: || SHO000:0 abba
pemerintah ina s 43 pem T
4 kepala
esa e (171
(214 orang)
orang) -
Jumlsh desa
Sub Kegiatan yang Fah,
2.13.0 | Fasilitasi difasilitasi 134 14 - 14 — i
gézoz. penyelenggaraa penyelenggar desa desa lDO.I::: K desa 100.000.000 n‘bhla
n musyawarah aan
desa musyawarah
nya
Z13.0 Es::.'uﬂsld::l ;“g oo 114 114 114 PMD “122:
4.201. | 0 dicvaluasi il desa 100-05’0-00 desa | 100.000.000 bh
07 snt g mmdess ge:a:um.nny x
114
- 113 113 114 114 114 114
o BUM BUM BUM BUM BUM BUM BUM
2.13.0 pczn:mm oy Jumlah g 113 s ;::i dan 7 éi:nsaT aan 7 dan7 PMD TK:‘;"
4.2.0.1 BUM desa dan BUM desa dan 5 BUM den 5 240.000.00 BUNT 240.000.00 BalfllM 250.000.00 BUM 260.000.00 BUM 270.000.00 BUM 1.314.468.7 ah‘b!g
.2.01. » BuM | 4 54.468.782 | BUM | o 3 p 0 UMl s 82
a2 hagn yang dibina desa = desa desa desa desa Sxes i
kerjasama Beraa bersa bersa bersa bersa bersa
antar desa ma ma ma ma ma ma s
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Sub Kegiatan [
el E
213.0 mg:n”“ Jumiah desd Kab.
4.201. | pengaoglatan | TROR ) A19 a3 | 14ss.ass. drs so0.00000 | 9 1.500.000. 213 | 34854850 | PMD Tanj
V) dan i . 000 csa 0 csa 000 i 00 abba
pemberhentian r
kepala desa
Jumlah desa
. yang
o Fs‘::}u!;if:am diﬁ‘isi]iha:i
.13.0 = pengangkata Kab.
4201 | Pene anghatan | e ;;_:a 100.000.00 ﬂl;:s 160.000.000 | PMD Tanj
10 pemberhentian pemberhenti o G | i)
&n s r
perangkat desa ghatny
a
Jumlah desa
2150 | SO RS | s 114 114 114 114 114 s | s
5 <
;:l._OJ. penyusunan dalam desa desa 12.000.000 desa 100‘%00'00 desa 250‘%00'00 desa 362.000.000 B :ba:i
profil desa penyusunan
profilnya 3
Sub Kegiatan Jumlah desa
2.13.0 | Fasiitasi P Kab.
4.201. | mansjcmen d“;‘"ﬂ'j tas: g a2 | 150.000.00° dtia 12000000 | 2% | 16s.000.00 2 | sssooces | EMD Tanj
12 pcmerintshan 5 [o] Q [+] B abba
pemecrintaha
desa nnya T
= Jumlsh desa Y
2130 | PGIEEEER | yang 114 114 114 114 114 114 114 14 Yiah
4.2.01. Jol difasilitasi diam disa 26.400.000 diin 100.000.00 desa 120.000.00 desa 120.000.00 ey 120.000.00 deaa 120.000.00 froedil £06.400.000 PMD Tanj
13 F sdesa peagelolaan o (o] o] 0 V] abba
asetnva T
Sub Kegiatan 1k
2490 | Frabinsan JJ'SI.\E i 114 114 114 114 114 114 Y
;’,9'01' mmn anggota BFD desa desa 150.00() 0.00 desa 180.0000 00 desa 130'%’0'0[) desa 150.0(())0 0 desa 720.000.000 EMD -::;i.
anggota BPD nya dibina r - T
Jumlizh desa ‘
Sub Kegwtan yang
2.13.0 Fasilitasi difasilitasi 40 40 40 40 160 Kab.
4.2.01. | penctapandan | penctapan - perbu | 200.000.00 | perbu | 230.000.00 | perbu | 250.000.00 | perbu | 260.000.00 PO | gancoocoo | PMPD Tanj
15 penegasan dan P 0 P [} P o P Q P Side abba
batas desa penegasan T
— _ — batasnya s
Sub Kegi Jumlzh desa
Seprar. yang Kab
2130 | Fasilitasi ifailitasi 114 114 PMD Tan
4.2.01. h: o 2 dena 100.000.00 desa 100.000.000
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BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel TC.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Sasaran

Kondisi
kinerja pada
awal periode

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja pada
akhir periode

RPIMD
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 RPIMD
Jumlah desza yang
1 akan tertib
g [ 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa 114 desa
Persentase desa yang
2. | tertata dengan baik 100% 100% - 100% 100% = : 100%
Jumliah Badan Kerjasama
Antar Desa (BKAD) yang
3. difasilitasi 13 BKAD - 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD 13 BKAD
Persentase lembaga
kemasyarakatan desa dan
4. kelurahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

diberdayakan
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TABEL TARGET IKK OUTCOME

Kondisi Awal Kondisi
No. Indikator Outcome periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kinerja pada
RPIJMD Akhir periode
RPIMD
1 Persentas.e Pengentasan 60,35% 87,50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desa Tertinggal
2 Persentase.P.enmgkatan 0,00% 0,00% 1,10% 1,09% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08%
Desa Mandiri : -
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VIIL PENUTUP

Renca :
. na Strategis 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi patokan dalam membuat
encana Kerja seti - i
Reni6 fja sctiap tahunan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

jung Jabun
T8geE g Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2021-2026.
Rencana Stratepi i '
1 Strategis 2021-2026 ini tidak bersifat kaku, untuk dapat menyesuaikan dengar
bahan yan jadi
per yang ferjadi. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran yang mengacu
Rencana S
pada trategis akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah
kan sert
ditetap: a lcbih efisien dalam pelaksanaannya, baik pengelolaan sumber pendanaan
maupun waktu percepatan realisasinya.
Rencana is ini : i
Strategis ini perlu komitmen scmua aparatur dalam pelaksanaannya RUHES
dayaan cat
pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengedepankan aspek perencanaan dokumen,
lian dan i
pengeﬂda an evaluasi secara tepat guna sehingga terwujud masyarakat dan desa yang
mandiri.

Kuala Tungkal, Desember 2021

pala Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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